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WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan

Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2023;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
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Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi  Perencanaan dan  Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6056);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
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tentang Reviu  Atas  Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Dacrah Tahunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang RPJPD
(Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota
Pagar Alam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pagar Alam
Tahun 2012-2032;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
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2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dacrah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Dacrah Kota Pagar Alam
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021
Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar
Alam Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun
2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun

2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PERUBAHAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR
ALAM TAHUN 2023.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;

3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun;

5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat RENSTRA SKPD adalah
Dokumen Perencanaan Pembangunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk 5 (lima) tahun;

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan
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Pembangunan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun;

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat
dengan RKA-SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran
Tahun an dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagail

Penjabaran RKPD pada masing-masing Satuan Kerja

Perangkat Daerah;

8. Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya
disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang
melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai

dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 2

Perubahan RKPD merupakan :
a. dokumen perencanaan daerah Kota Pagar Alam untuk

Perubahan APBD dan Perubahan PPAS; dan

b. penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, yang
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan Daerah, rencana kerja dan
pendanaannya yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah Kota Pagar Alam.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

(1) Maksud Perubahan RKPD yaitu untuk menetapkan
dokumen perencanaan sebagai pedoman melakukan

kegiatan sebagai berikut:
a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat

Daerah;

b. pedoman penyusunan KUA perubahan APBD tahun
anggaran 2023, serta perubahan prioritas dan plafon

anggaran sementara;
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(2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk:

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;

b. muwujudkan integrasi, sinkronisasi dan sincrgitas
pembangunan baik antar dacrah, antar ruang, antar
waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar
tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan Kkonsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia
usaha; dan

e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II
ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD
Pasal 4

(1) Isi adalah wuraian dokumen Perubahan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun dengan
sistematika sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2023

c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan
Daerah

e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan daerah

f. BAB VI Penutup.

(2) Isi dan Uraian Dokumen Perubahan RKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5
Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar sectiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan wali Kota ini dengan
penempatannnya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal, 21 du 2023
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MABKONI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal, 3! jwi 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

NOMOR ...3%-





